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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pengaturan secara implisit mengenai hewan ternak di dalam hukum perdata 

di Indonesia memiliki perbedaan dengan apa yang ada dalam NBW. Di dalam NBW 

secara eksplisit menyatakan bahwa hewan bukanlah benda. Dengan dilakukan nya 

penelitian ini penulis menarik kesimpulan bahwa hewan ternak dapat digolongkan 

sebagai benda menurut KUHPerdata karena hewan ternak memenuhi unsur-unsur 

kebendaan yang ada. 

Pertama, hewan ternak memenuhi unsur sebagai benda yang berwujud dapat 

dibuktikan dengan sifat hewan ternak memiliki rupa yang nyata yang dapat diraba 

dan bukan sebagai suatu roh. Kedua, hewan ternak telah memenuhi unsur benda 

bergerak hal ini dibuktikan dengan hewan ternak yang sejatinya adalah makhluk 

hidup yang memiliki kaki dan dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian yang 

ketiga, hewan ternak memenuhi unsur benda yang tidak dapat dibagi (ondeelbare 

zaken), hal ini dibuktikan karena apabila benda tersebut dibagi maka benda tersebut 

kehilangan sifat aslinya contohnya apabila sapi dipotong, maka sapi itu akan 

kehilangan sifat aslinya sebagai hewan ternak melainkan menjadi benda persediaan 

dalam bentuk daging sapi. Keempat, hewan ternak memenuhi unsur benda perdata 

yaitu benda yang berada di dalam perdagangan (zaken buiten in de handel) yang 

memiliki arti benda tersebut berada di dalam lapangan harta kekayaan, benda 

tersebut dapat dijadikan objek sebuah perjanjian, yang berarti benda tersebut dapat 

diperjual-belikan dengan bebas. 

Dalam hal ini dapat kita lihat hewan ternak dapat memenuhi unsur sebagai 

benda yang berada di dalam perdagangan karena hewan ternak pada praktiknya 

bebas di perjual-belikan. Hewan ternak dapat dipindah tangankan dengan cara jual- 

beli, hibah, dan barter. Dari pemaparan dan analisis di dalam penelitian hukum ini, 

penulis menarik kesimpulan bahwa hewan ternak dapat digolongkan sebagai benda 

menurut KUHPerdata, oleh karena itu apabila hewan ternak dapat digolongkan 
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sebagai benda maka artinya hewan ternak telah memenuhi kualifikasi untuk 

menjadi sebuah objek yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. 

Hewan ternak yang menjadi objek jaminan Fidusia memiliki risiko kematian 

dikarenakan hewan ternak merupakan mahkluk hidup. Berdasarkan risiko yang ada 

penulis menarik kesimpulan bahwa di dalam praktik pemberian kredit dengan 

agunan berupa hewan ternak debitur wajib mengasuransikan objek jaminan tersebut 

agar risiko kematian hewan ternak dapat dialihkan. Kemudian apabila hewan ternak 

yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia itu mati maka kreditur dapat 

melakukan beberapa upaya. Pertama, kreditur berhak mendapatkan hasil klaim 

asuransi apabila objek tersebut di asuransikan, kemudian yang kedua, apabila 

hewan ternak tersebut tidak di asuransikan untuk menjamin penggantian rugi 

terhadap kreditur, pihak kreditur dapat melakukan upaya sita yaitu sita Niet 

bevinding. Penyitaan yang dilakukan apabila barang yang diperjanjikan sudah tidak 

ada. 

 

5.2 Saran 

Saran Pertama daru penulis adalah dalam kodifikasi hukum perdata 

nasional nanti diharapkan supaya hewan ternak tidak diklasifikasikan berbeda 

dengan benda bergerak dan mengikuti article 3:2 NBW yang menyatakan hewan 

bukanlah benda, tetapi ketentuan yang berlaku untuk benda berlaku juga untuk 

hewan. Kemudian saran kedua dari penulis adalah di dalam proses pendaftaranya 

dalam website ahu.go.id, penulis menyarankan bahwa pemerintah harus 

menambahkan kategori objek jaminan fidusia hewan ternak / Livestock mengingat 

di dalam website tersebut hewan ternak sebagai jaminan fidusia hanya bisa 

didaftarkan dalam kategori benda persediaan. 

Kemudian saran ketiga adalah dengan tidak ada pengaturan yang 

mewajibkan pengasuransian bagi objek jaminan fidusia, khususnya objek jaminan 

fidusia yang berupa benda bergerak dan berwujud di dalam UUJF. Penulis merasa 

diperlukannya pengaturan untuk mewajibkan pengasuransian bagi benda bergerak 

dan berwujud di dalam UUJF untuk memberikan rasa aman, mengalihkan risiko 



83  

 

 

hewan ternak sebagai mahkluk hidup, dan memperlancar pembiayaan kredit usaha 

pembibitan sapi agar Indonesia dapat menekan angka impor sapi. 
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